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Abstrak 

 
Rumah Sakit bertanggung jawab atas mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dan 
memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tercatat dengan benar di dalam Rekam Medis pasien, 
karena merupakan  salah satu indikator mutu pelayanan, serta sebagai persyaratan keberhasilan 
pengklaiman pembiayaan Kesehatan kepada BPJS . Di dalam proses verifikasi klaim BPJS ternyata 
mengalami banyak kendala yang terjadi salah satunya ialah penolakan berkas oleh verifikator seperti 
yang terjadi  di RSI Aisyiyah Malang. Penelitian dimaksudkan untuk menganalisa ketepatan 
pengkodingan diagnosa dan tindakan terhadap persetujuan pengklaiman BPJS, menganalisa tingkat 
persetujuan pengklaiman BPJS di RSI Aisyiyah Malang. Penelitian termasuk dalam jenis kuantitatif 
demikian juga  analisis data dengan mengggunakan analisis deskriptif kuantitatif dibantu alat statistic  
chi-square. Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa Ketepatan Pengkondingan 
Tindakan Berpengaruh terhadap Persetujuan Pengkaiman BPJS dengan nilai significancy p 0,001 atau  
< p 0.05  berarti hipotesis nol yang diajukan di tolak.  
 
Kata Kunci: Ketepatan Kodefikasi Tindakan,  Klaim BPJS 

 
 

Abstract 
 
The Hospital is responsible for the quality of medical services provided to patients and ensures that the services 
provided are recorded correctly in the patient's Medical Record, because it is one of the indicators of service quality, 
as well as a requirement for the success of claiming Health financing to BPJS. In the process of verifying BPJS 
claims, it turns out that there are many obstacles that occur, one of which is the rejection of files by the verifier as 
happened at RSI Aisyiyah Malang. The study was intended to analyze the accuracy of coding diagnoses and 
actions for BPJS claim approval, analyzing the level of BPJS claim approval at RSI Aisyiyah Malang. The study 
is included in the quantitative type as well as data analysis using quantitative descriptive analysis assisted by chi-
square statistical tools. The results of the data analysis obtained showed that the Accuracy of Action Coding 
Affects BPJS Claim Approval with a significance value of p 0.001 or <p 0.05 meaning that the null hypothesis 
proposed was rejected. 
 
Keywords: Accuracy of Action Coding, BPJS Claims 
 

PENDAHULUAN 
Rumah Sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna 
yang menyediakan pelayanan rawat 
inap, rawat jalan, dan gawat darurat 
berupa diagnosis dan pengobatan 
berbagai penyakit dan gangguan 
kesehatan bedah dan non bedah. 
Pelayanan kesehatan dalam lingkungan 

yang dinamis dan kompetitif. 
(Permenkes RI No. 03, 2020) 

Rumah Sakit bertanggung jawab 
atas mutu pelayanan medis yang 
diberikan kepada pasien dan 
memastikan bahwa pelayanan yang 
diberikan tercatat dengan benar dalam 
Rekam Medis pasien, karena salah satu 
indikator mutu pelayanan. Rumah sakit 
merupakan salah satu fasilitas 
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pelayanan kesehatan tingkat lanjut 
sebagai komponen pendukung 
terlaksananya program jaminan 
kesehatan nasional yang dikelola oleh 
BPJS. Fungsi utama rumah sakit dalam 
memberikan pelayanan kesehatan 
adalah sesuai dengan standar 
pelayanan kesehatan. Pelayanan 
tersebut harus disertai dengan adanya 
sarana penunjang yang memadai salah 
satunya penyelenggaraan sistem rekam 
medis. 

Melihat betapa penting dan 
bermanfaatnya rekam medis maka, 
kualitas dari unit pelayanan rekam 
medis harus baik dan bermutu. Supaya 
pelayanan rekam medis dan informasi 
kesehatan di rumah sakit memiliki 
kualitas yang baik dan bermutu maka 
dibutuhkan perekam medis dan 
informasi kesehatan yang memenuhi 
standar profesi perekam medis dan 
informasi kesehatan. 

Pelrmelnkels 55 tahuln 2013   
telntang Pelnyellelnggaraan Pelkelrjaan 
Pelrelkam Meldis melnyatakan bahwa 
salah satul kelwelnangan pelrelkam 
meldis yaitul mellaksanakan sistelm 
klasifikasi klinis dan kodelfikasi 
pelnyakit yang belrkaitan delngan 
kelselhatan dan tindakan meldis 
selsulai delngan telrminologi meldis 
yang belnar. Aculan yang digulnakan 
dalam pelngkodelan pelnyakit yaitul 
ICD-10 (Intelrnational Statistical 
Classification of Diselasels and Rellateld 
Helalth Problelm, Telnth Relvision) dari 
WHO. 

Pengkodean diagnosis tindakan 
harus dilakukan dengan tepat, akurat 
dan lengkap sehingga dapat 
menghasilkan data yang berkualitas. 
Jika pengkodean diagnosis penyakit 
dan tindakan tidak dilakukan secara 
tepat maka akan mempengaruhi 
manajemen data klinis, penagihan 

kembali biaya, statistik rumah sakit, dan 
bahkan mempengaruhi mutu 
pelayanan yang diberikan oleh rumah 
sakit. Dalam proses penagihan klaim 
jaminan kesehatan nasional, penagihan 
tidak langsung ke pemerintah tetapi 
diserahkan kepada pihak BPJS. 
Pengajuan pembiayaan dibutuhkan 
untuk persyaratan klaim yang diajukan 
kepada verifikator. Menurut Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
nomor 36 tahun 2015 klaim adalah 
permintaan pembayaran biaya pelayan 
kesehatan oleh fasilitas kesehatan 
kepada badan penyelenggaraan 
jaminan kesehatan sosial. Dalam klaim 
dilakukan proses verifikasi terhadap 
persyaratan pengajuan klaim yang 
menjadi dasar penagihan biaya. 
verifikasi adalah sebuah pemeriksaan 
terhadap laporan, pernyataan, 
perhitungan uang dan sebagainya. Di 
dalam proses verifikasi klaim BPJS 
ternyata mengalami banyak kendala 
yang terjadi salah satunya ialah 
penolakan berkas oleh verifikator di RSI 
Aisyiyah Malang. Jika penolakan atau 
pending dalam melakukan klaim 
meningkat maka dapat mengganggu 
operasional Rumah Sakit tersebut yaitu 
berupa keterlambatan pencairan dana 
klaim. Hal ini didukung oleh 
pernyataan dari (Gifari 2019) 

Berdasarkan hasil observasi 
peneliti, ditemukan bahwa penolakan 
ini terjadi karena pengkodean tindakan 
yang kurang mendukung kode 
diagnosa, tidak adanya pemeriksaan 
penunjang medis, resume yang tidak 
lengkap sehingga mengakibatkan 
pending yang berujung pada 
tertundanya proses klaim BPJS. Maka 
kesimpulan dari latar belakang masalah 
di atas, maka peneliti mendapat 
gambaran sekaligus terinspirasi dari 
penelitian terdahulu untuk melakukan 
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penelitian dengan judul “Pengaruh 
Ketepatan Pengkodingan Tindakan 
dalam Persetujuan Pengklaiman BPJS di 
Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang” 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menggunakan 
metodologi penelitian analisis 
kuantitatif. dengan desain penelitian 
Kuantitatif menggunakan uji statistik 
chi-square. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif, karena Ketepatan 
Pengkodean Diagnosa Tindakan (X) 
terhadap Persetujuan Pengklaiman 
BPJS (Y) yang diperoleh berupa data 
kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini 
mencakup semua data laporan 
persetujuan pengklaiman BPJS di 
Ruang Operasi dalam jangka waktu 3 
bulan dengan periode waktu Januari-
Maret 2024 yang total populasinya ada 
1420 data. 

Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
Probability Sampling dari data laporan 
pengklaiman BPJS di Ruang Operasi 
dalam jangka waktu 3 bulan adalah 
sekitar 93 sampel 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Univariat 

a. Ketepatan Pengkodingan 
Tindakan 

Tabel 1 
Tabel 1 menunjukkan hasil 

pengkodingan klaim BPJS yang 

dikatakan tepat menurut tingkat 
konsistensi kode diagnosa dengan 
kode tindakan yang berdasarkan 
pada ICD-10 untuk diagnosa dan 
ICD-9 untuk tindakan serta regulasi 
pengkodingan yang berlaku yaitu 
sejumlah 85 (91,4%) berkas klaim. 
Sedangkan untuk hasil 
pengkodingan klaim BPJS yang 
tidak tepat sejumlah 8 (8,6%) berkas 
klaim. 
b. Tingkat Persetujuan Klaim 

BPJS 
 
 
 
 
 

Tabel 2 
Tabel 2 menunjukkan tingkat 

persetujuan klaim BPJS yang telah 
lulus verifikasi berkas klaim dan 
diterima sejumlah 84 (90,3%) berkas 
klaim. Sedangkan untuk berkas 
klaim yang tidak lulus verifikasi dan 
terpending ada sekitar 9 (9,7%) 
berkas klaim. 

 
2. Analisis Bivariat 

a. Ketepatan Pengkodingan 
Tindakan dalam Persetujuan 
Pengklaiman BPJS di RSI 
Aisyiyah Malang. 

Tabel 3 

Table 3 menunjukkan hasil 
tingkat persetujuan klaim diterima 
dengan ketepatan pengkodingan 
diagnosa dan tindakan yang tepat 
ada sejumlah 84 (100%) berkas 
klaim, sedangkan untuk hasil 
ketepatan pengkodingan diagnosa 
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dan tindakan yang tidak tepat ada 
sebanyak 0 (0%). Tingkat 
persetujuan klaim pending dengan 
ketepatan pengkodingan diagnosa 
dan tindakan yang tepat ada 
sebanyak 1 (11%) berkas klaim, 
sedangkan untuk hasil ketepatan 
pengkodingan diagnosa dan 
tindakan yang tidak tepat ada 
sebanyak 8 (89%).  

Disimpulkan bahwa berkas 
klaim dengan tingkat persetujuan 
klaim diterima dan ketepatan 
pengkodingan diagnosa dan 
tindakan yang tepat memiliki rasio 
yang lebih besar sebanyak 84 berkas. 
Dibandingkan dengan tingkat 
persetujuan klaim diterima dan 
ketepatan dan ketepatan 
pengkodingan diagnosa dan 
tindakan yang tidak tepat sebanyak 
9 berkas. 

Berdasarkan hasil analisis 
data dengan uji Chi-Square 
didapatkan nilai significancy p 
0,001. Menurut hasil tersebut karena 
nilai p value < 5% atau 0,05 dapat 
ditarik kesimpulan bahwa 
“Ketepatan Pengkodingan Tindakan 
Memiliki Pengaruh Atau 
Berhubungan Dengan Persetujuan 
Pengklaiman BPJS” yang berarti 
Hipotesis Alternatif atau 𝐻1 
diterima dan 𝐻0 ditolak. 

 
Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data 
menggunakan uji Chi-Square 
didapatkan nilai significancy p 0,001. 
Berdasarkan hasil tersebut karena p 0.05 
dapat diambil kesimpulan bahwa 
“Ketepatan Pengkodingan Tindakan 
Berpengaruh Terhadap Persetujuan 
Pengklaiman BPJS.” yang menunjukkan 
bahwa 𝐻1 diterima .  

Berdasarkan hasil penelitian dari 93 
sampel data berkas klaim di RSI 
Aisyiyah Malang, ketepatan pemberian 
kode diagnosa dan tindakan sebanyak 
85 (91,4%). Sedangkan ketidaktepatan 
pengkodingan diagnosa dan tindakan 
sejumlah 8 (8,6%). Dari hasil tersebut 
dapat dikatakan bahwa masih terdapat 
hasil pengkodingan diagnosa dan 
tindakan yang tidak tepat. Pemberian 
kode diagnosis dan tindakan yang tidak 
tepat disebabkan oleh omit code yang 
masih tetap dimasukkan oleh koder, 
kurangnya ketelitian koder dalam 
memberikan kode diagnosa dan 
tindakan sehingga ada kode yang 
kurang sesuai. 

Berdasarkan hasil penelitian di RSI 
Aisyiyah Malang yaitu faktor 
ketidaksesuaian pemberian kode 
diagnosa dan tindakan yang disebabkan 
oleh : a) kurangnya ketelitian koder 
dalam memberikan kode diagnosa dan 
tindakan, b) kurangnya pengetahuan 
koder dalam memberikan kode yang 
sesuai, c) kurang mendukung atau 
ketidaklengkapan hasil penunjang yang 
dapat menyebabkan kode yang 
diberikan koder tidak akurat, d) adanya 
perbedaan persepsi dan pemahaman 
antara koder dan verifikator mengenai 
kode diagnosa dan Tindakan. 

Pemberian kode diagnosa disebut 
koding adalah kegiatan dalam 
memberikan kode diagnosa utama dan 
diagnosa sekunder sesuai dengan ICD-
10 serta memberikan kode prosedur 
sesuai dengan ICD-9-CM. Koding 
sangat menentukan dalam sistem 
pembiayaan prospektif yang akan 
menentukan besarnya biaya yang 
dibayarkan ke Rumah Sakit. Ketepatan 
koding diagnosis dan Tindakan 
/prosedur sangat berpengaruh 
terhadap hasil grouper dalam aplikasi 
INA-CBG. Kemudian setelah dilakukan 
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hasil grouper, dokumen rekam medis 
yang sudah dikode akan diajukan 
sebagai klaim BPJS dan menunggu 
persetujuan klaim dari verifikator BPJS. 
Persetujuan klaim adalah kegiatan 
proses verifikasi oleh verifikator 
independent terhadap kebenaran 
administrasi pertanggungjawaban 
pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 
rumah sakit. Syarat-syarat  klaim  
lengkap maka proses verifikasi dapat 
disetujui, syarat-syarat klaim tidak 
lengkap maka proses verifikasi tidak 
disetujui dan dikembalikan kebagian 
rekam medis dan keuangan  untuk 
dilengkapi administrasinya  
berdasarkan  hasil  verifikasinya. 

Berdasarkan jurnal penelitian yang 
dilakukan oleh Iman A.T dan Barsasela 
D (2019) yaitu dampak dari pemberian 
kode diagnosa yang tidak tepat yaitu 
terjadinya pembayaran tarif pelayanan 
lebih tinggi (upcoding) yang dapat 
berakibat terjadinya fraud dan 
pembayaran tarif pelayanan lebih 
rendah (down coding) yang dapat 
menimbulkan kerugian bagi rumah 
sakit. Dampak lainnya menurut 
oktamianiza dan reza (2021) adalah 
Pending klaim JKN dapat berdampak 
pada terjadinya penurunan pendapatan 
rumah sakit yang dapat berdampak 
pada terhambatnya operasional rumah 
sakit. Dampak lainnya adalah 
terganggunya arus pendanaan rumah 
sakit dan juga menyita waktu petugas 
untuk memperbaiki kembali berkas 
yang berstatus pending. 

 
PENUTUP 
Kesimpulan:  
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan di RSI Aisyiyah Malang 
mendapat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengkodingan diagnosa dan 

tindakan yang tepat sejumlah 85 

(91,4%) berkas klaim. Sedangkan 
untuk hasil pengkodingan klaim 
BPJS yang tidak tepat sejumlah 8 
(8,6%) berkas klaim. 

2. Tingkat persetujuan klaim BPJS 
yang telah lulus verifikasi berkas 
klaim dan diterima sejumlah 84 
(90,3%) berkas klaim. Sedangkan 
untuk berkas klaim yang tidak lulus 
verifikasi dan terpending ada sekitar 
9 (9,7%) berkas klaim. 

3. Pengkodingan diagnosa dan 
tindakan yang tepat, proporsi untuk 
klaim yang lulus verifikasi serta 
diterima sejumlah 84 (90,4%) berkas, 
sedangkan klaim pending sebanyak 
1 (1%) berkas. Untuk berkas klaim 96 
dengan hasil pengkodingan 
diagnosa dan tindakan tidak tepat, 
proporsi untuk klaim yang lulus 
verifikasi dan diterima sejumlah 0 
(0%) berkas, sedangkan klaim 
pending sebanyak 8 (8,6%) berkas. 

4. Berdasarkan hasil analisis data 
menggunakan uji Chi-Square 
didapatkan nilai significancy p 
0,001. Berdasarkan hasil tersebut 
karena < p 0.05 dapat diambil 
kesimpulan bahwa “Ketepatan 
Pengkodingan Tindakan 
Berpengaruh Terhadap Persetujuan 
Pengklaiman BPJS.” yang 
menunjukkan bahwa 𝐻1 diterima 
dan 𝐻0 ditolak. 
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